PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMR 4 TAHN 1963
TENTANG
PEND R AN PERUSAHAAN NEGARA | R AN BHAKTI

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang:

1. bahwa ber hubung dengan penyerahan kekuasaan atas Propinsi |rian Barat
kepada Penerintah Republik Indonesia, perlu segera dianbil tindakan-
ti ndakan untuk | ebi h menper| ancar kehi dupan per ekonom an unurmmya, dan
per dagangan khususnya di Irian Barat;

2. bahwa ber hubung dengan itu perlu nenyesuai kan Perusahaan Negara Irian
Bhakti yang di bentuk sesuai dengan instruksi Mnteri Perdagangan Nb.
M 1080/ 1962 dengan fungsi dan tuj uannya;

Mengi ngat
1. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lenbaran-Negara tahun 1960 Nb.
39);
2. Penet apan Presi den Republik Indonesia No. 1 tahun 1963;
Menut uskan:
Menet apkan :
Perat uran Presi den Republik I ndonesia tentang pendirian Perusahaan Negar a.
BAB |.
PEND R AN
Pasal 1.

(1) Dengan nana Perusahaan Negara (P.N) Irian Bnakti didirikan suatu
Perusahaan Negara sebagai ternaksud dal am Undang-undang No. 19 Prp
t ahun 1960.

(2) Kedalam Perusahaan tersebut dalam ayat (1) diatas dapat dilebur
per usahaan- perusahaan mlik negara yang akan ditunjuk |ebih |anjut
ol eh Menteri Perdagangan.

(3) Pel aksanaan pel eburan/ peralihan ternmaksud dal am ayat (2)diatur ol eh
Ment eri Per dagangan.

BAB II.
ANGGARAN DASAR

Pasal 2.

(1)) PN Irian Bnakti adalah badan hukum yang berhak nel akukan usaha
ber dasar kan Peraturan Presiden ini.

(2) DalamPeraturan Presiden ini yang di maksud dengan
a. "Menteri" ialah Menteri Perdagangan;
b. "Perusahaan” ialah P.N Irian Bhakti;
C. "Dreksi" ialah Oreksi Perusahaan;



d. "B.P.U" ialah Badan P npinan Uwm Perusahaan Dagang Negara
yang didirikan dengan Peraturan Pernerintah No. 68 tahun 1961.

Pasal 3.

Cengan tidak nengurangi ketentuan dal am Peraturan Presiden ini, naka
t erhadap Perusahaan ber| aku segal a nacam hukum | ndonesi a.

Tenpat Kedudukan.
Pasal 4.

Perusahaan ber kedudukan dan berkantor pusat di |bu Kota Irian Barat
dan dapat nenpunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden
di dal am negeri dengan persetuj uan Menteri .

Tuj uan dan | apangan usaha.
Pasal 5.

Tuj uan Perusahaan ial ah untuk turut nenmbangun ekonom nasional dal am
bi dang perdagangan sesuai dengan ekonom ter pinpin dengan nengut anakan
kebut uhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan bekerja dal am Per usahaan
nenuj u masyarakat yang adil dan naknur, materiil dan spiritual.

Pasal 6.
Perusahaan ini nerupakan satu-satunya Perusahaan Dagang Negara di

Irian Barat.
Perusahaan i ni berusaha dal am| apangan :

a. inpor dan penyal uran bahan baku/ penolong dan barang nodal untuk
keper| uan i ndustri dan penbangunan pada unurmya;

b. i npor barang ni aga unum terutama barang kebut uhan pokok;

C. distribusi barang niaga unum terutana barang kebutuhan pokok bagi

rakyat, bai k yang diinpor, nmaupun yang di ha sil kan di dal am negeri ;

d. ekspor hasil bum, tanbang, kerajinan dan sebagai nya;

e. nenbant u dal amarti-kata sel uas-1 uasnya perkenbangan usaha koper asi ;
f. nengadakan hubungan dan kerj a-sana seerat-eratnya dan sebai k- bai knya
dengan perusahaan dagang daerah swatantra dan perusahaan swast a.

Mbdal .
Pasal 7

(1) Mdal Perusahaan ditetapkan sebesar NG fl 36. 200, -
(2) Penanbangan nodal Perusahaan di atur dengan Keput usan Presi den.

(3) Perusahaan nenpunyai cadangan unum yang di bent uk dan di pupuk nenur ut
ket ent uan dal ampasal 22 ayat (1) b.

(4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan di am dan/ atau cadangan rahasi a.

A npi nan.
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Pasal 8.

Perusahaan dipinpin oleh suatu Dreksi yang terdiri dari seorang
Presiden Drektur dan di bantu ol eh sebanyak-banyak nya 3 (tiga) orang
O rektur yang bertanggung-jawab atas bi dangnya nasi ng- nasi ng.

Presiden D rektur bertanggung-jawab kepada Menteri cq. Pejabat yang
ditunjuk oleh Mnteri, dan para Drektur bertanggung-jawab kepada
Presiden Drektur.

Menteri nengatur hubungan kerja antara Irian Bhakti dengan QGuber nur
Propinsi Irian Barat yang akan ditetapkan | ebih [ anjut.

Gji dan penghasilan lain anggota DOreksi ditetapkan oleh Menteri
dengan nengi ngat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan
Per at uran Penerint ah.

Pasal 9.
Anggot a D reksi harus warga-negara | ndonesi a.
Pasal 10.

Antara Anggota Dreksi tidak boleh ada hubungan kel uarga sanpai
derajat ketiga, baik nenurut garis lurus maupun garis kesanping
termasuk nenantu dan ipar, kecuali jika diidzinkan ol eh Penerintah.
Ji ka sesudah pengangkatan nereka nmasuk periparan yang terlarang itu
nmaka untuk dapat nel anj ut kan j abat annya di per| ukan idzi n Penerint ah.

Anggota Direksi tidak boleh nerangkap jabatan |ain, kecuali dengan
idzin Menteri. Tidak ternmasuk dalam hal ini ialah jabatan yang
di pi kul kan ol en Penerintah kepadanya.

Anggota Dreksi boleh nenpunyai kepentingan pribadi, |angsung atau
tidak |angsung pada perkunpul an/ perusahaan |ain yang berusaha dal am
| apangan yang bertuj uan nencari | aba.

Pasal 11.
Anggota Dreksi diangkat oleh Penerintah untuk selama- |ananya 5
tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat
di angkat kenbal i .

Cal am hal -hal dibawah ini Penerintah dapat rmenberhentikan anggota
O reksi, neskipun waktu tersebut dalamayat (1) bel um berakhir:

a. atas permntaan sendiri;

b. karena tindakan yang nerugi kan Per usahaan;

C. karena tindakan atau si kap yang bertentangan dengan kepenti ngan
Negar a;

d. karena neni nggal duni a.

Penber hentian karena al asan tersebut ayat (2) sub b dan sub c, jika
nerupakan suatu pel anggaran darii peraturan hukum pi dana, nerupakan
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penber henti an ti dak dengan hor nat .

Sebel um penber henti an karena al asan tersebut dal amayat (2) sub b dan
sub c¢ dilakukan, anggaota D reksi yang ber sangkutan diberi
kesenpatan untuk nenbela diri, hal mana harus dil aksanakan dal am
waktu satu bulan setelah anggota DOreksi yang bersangkutan
di beritahukan tentang ni at akan penberhentian itu ol eh Menteri .

Sel ama persoal an tersebut dal am ayat (4) bel umdiputus, nmaka Menteri
dapat nenberhenti kan untuk senentara waktu anggota DO reksi yang
bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah penberhentian
senentara dijatuhkan belum ada keputusan nengenai penberhentian
senentara itu nenjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan
dapat segera nenjalankan jabatan lagi, kecuali bilamana untuk
keputusan penberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan
dal amhal nana itu harus di beritahukan kepada yang ber sangkut an.

Pasal 12
D reksi nmewakili Perusahaan di dal amdan di |l uar pengadi | an.
D reksi dapat nenyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dal am ayat (1)
kepada anggota O reksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada
seorang/ beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri
naupun ber sama- sana at au kepada or ang/ badan | ai n.

Pasal 13.
D reksi nenent ukan kebi j aksanaan Per usahaan.
D reksi nengurus dan nenguasai kekayaan Perusahaan.

Tata-tertib dan cara nenj al ankan pekerjaan D reksi diatur dal amsuatu
perat uran yang ditetapkan ol en D reksi.

Hubungan Perusahaan dengan Badan P npi nan Unum
Per usahaan Dagang Negar a.

Pasal 14.
S fat hubungan antara Perusahaan dan B.P.U ditetapkan ol eh Menteri.
Tanggung-j anab dan tuntutan ganti rugi pegawai
Pasal 15.

Senua pegawai Perusahaan, ternasuk anggota D reksi dal am kedudukan
sel aku demkian, yang tidak dibebani tugas penyi npanan uang, surat-
surat berharga dan barang-barang persedi aan, yang karena tindakan-
ti ndakan nel anan hukum atau karena nel al ai kan kewaj i ban dan tugas
yang di bebankan kepada nereka dengan |angsung atau tidak |angsung
tel ah reni nbul kan kerugian bagi Perusahaan, diwgjibkan nengganti
kerugi an tersebut .



(2) Ketentuan ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai
ber| aku sepenuhnya t erhadap pegawai Perusahaan.

(3) Senmua pegawai Perusahaan yang di bebani tugas penyi npanan, penbayaran
atau penyerahan uang dan surat-surat berharga mlik Perusahaan dan
barang-barang persediaan mlik Perusahaan yang disinpan didal am
gudang atau tenpat penyi npanan yang khusus dan senata-nmata di gunakan
untuk  keperluan itu diwgibkan pertanggungan-jawab tentang
pel aksanaan tugasnya kepda Badan Peneri ksa Keuangan.

(4) Pegavai termaksud pada ayat (3) tidak perlu nengirinkan
pertanggungan-j anab neengenai cara pengurusannya kepada Badan
Peneri ksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut di | akukan
nenur ut ket entuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang ol eh
Badan Peneriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban nengirinkan
per t anggungan- j anab nenengenai cara nengur usnya.

(5 Semua surat bukti dan surat |ainnya bagaaimana juga sifat nya
termasuk bilangan tata buku dan admnistrasi Perusahaan disinpan
ditenpat Perusahaan atau ditenpat lain yang ditun juk oleh Mnteri,
kecuali jika untuk senentara di pi ndahkan ke Badan Peneri ksa Keuangan
dal am hal di anggapnya perl u untuk kepentingan suatu peneri ksaan.

(6) Untuk keperluan peneriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan

kontrol akuntan pada umummya surat bukti dan surat |ainnya ternaksud
pada ayat (5) untuk senentara di pi ndahkan ke Jawat an Akuntan Negar a.

Kepegawai an.
Pasal 16.

Dreksi Mngangkat dan nenberhenti kan pegawai/pekerja Perusahaan
nenurut Peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Mnteri berdasarkan
peraturan pokok kepegawai an Perusahaan Negara yang ditetapkan ol eh
Penrer i nt ah.

Tahun buku.
Pasal 17.
Tahun buku Perusahaan adal ah tahun takw m
Pasal 18
(1) Selanbat-|anbatnya tiga bul an sebel um tahun buku baru mul ai berl aku,
naka oleh D reksi ddikirinkan anggaran Perusahaan kepada Menteri
unt uk di mnta persetuj uan.
(2) Kecuali apabila Mnteri nengenukakan keberatan atau nenol ak proyek
yang di nuat di dal am anggar an Perusahaan sebel um nmengi nj ak tahun buku
baru, naka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.

(3) Anggaran tanbahan atau perubahan anggaran yang terjadi dal am tahun
buku yang bersangkutan harus nendapat persetujuan terlebih dahul u



dari Menteri.

Laporan Perhi tungan Hasi| Usaha Berkal a dan
kegi at an Per usahaan.

Pasal 19.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Per usahaan

dikirimoleh Dreksi kepada Menteri nenurut cara dan waktu yang ditent ukan.
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Lapor an Per hi t ungan Tahunan.
Pasal 20.

Untuk tiap tahun buku ol eh Dreksi disusun perhitungan tahunan yang
terdiri dari neraca dan perhitungan | aba-rugi. Neraca dan perhitungan
| aba-rugi tersebut dikirinkan kepada Menteri dan Badan Peneriksa
Keuangan nenurut cara dan waktu yang dit et apkan.

Cara penil ai an pos dal am perhi tungan tahunan harus di sebut kan.

Ji ka dal am waktu dua bul an sesudah nenerina perhitungan tahunan itu
oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, mnaka perhitungan
tahunan itu di anggap tel ah di sahkan.

Perhitungan tahunan disahkan oleh Mnteri, pengesahan ternaksud
nenberi penbebasan kepada Dreksi terhadap segala sesuatu yang
termuat dal am per hi t ungan t ahunan tersebut.

Penggunaan Laba.
Pasal 21.

Cari laba bersih yang telah disahkan nenurut pasal 20 disisihkan

unt uk :

a. dana penbangunan senesta sebesar 55%

b. unt uk cadangan unmum sebesar 20%sanpai jum ah tersebut nencapai
jumah dua kali nodal perusahaan dan untuk ganti rugi sebesar
3% sedangkan si sanya di pi sahkan untuk sunbangan dana pensiun
dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan, jasa produksi,
yang jumah persentasenya nasing-masing akan ditetapkan ol eh
Perrer i nt ah.

Penggunaan | aba untuk cadangan unmum dan ganti rugi bilamana setel ah
tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan |ain dengan
Per at uran Peneri nt ah.
Cara nengurus dan nenggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan
di naksud pada pasal 18 ayat (2) Uhdang-undang No. 19 Prp tahun 1960
di t ent ukan dengan Peraturan Menteri .

Penbubar an.

Pasal 22.



(1) Penbubaran Perusahaan dan penunjukan |ikw datur ditetapkan dengan
Per at uran Peneri nt ah.

(2) Senmua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwdasi jadi mlik
Negar a.

(3) Pertanggungan-jawab likwdasi oleh [|ikwdatur dilakukan kepada
Menteri yang nenberi penbebasan tanggung-j awab tentang pekerjaan yang
tel ah di sel esai kan ol ehnya.

BAB III.
KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 23.

Soal -soal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Presiden ini
di tetapkan ol eh Menteri .

Pasal 24.

Peraturan Presiden ini rmulai berlaku pada hari ditetapkan dan berl aku
surut hingga tanggal 12 Nopenber 1962.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a
Republ i k | ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1963.
Presi den Republ i k | ndonesi a.
ttd.
SUKARNO

DO undangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Mei 1963.

Sekretari s Negar a,

ttd.

MOHD, - | GHSAN
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